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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas 
Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga 
Penjamin Simpanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

      Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, PP 49 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.248, TLN 
Tahun 2017 No.6144). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      LPS menyusun dan menyampaikan Laporan Tingkat Likuiditas kepada Menteri 
c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara berkala periode semesteran sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai surplus dan tingkat 
likuiditas LPS serta pinjaman dari Pemerintah kepada LPS.  

Dengan memerhatikan tingkat likuiditas, LPS dapat melakukan pelepasan SBN 
yang dimilikinya dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang mengenai LPS. Dalam hal kebutuhan likuiditas LPS tidak 
dapat dipenuhi dengan pelepasan SBN yang dimilikinya, LPS dapat mengajukan 
permohonan pinjaman kepada Menteri. Dalam hal persetujuan Menteri atas 
permohonan pinjaman LPS diberikan setelah Undang-Undang mengenai APBN 
dan/atau APBN-Perubahan ditetapkan dan tidak terdapat rencana perubahan 
terhadap Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN-Perubahan, 
Menteri mengajukan permohonan persetujuan pemberian pinjaman 
Pemerintah kepada LPS secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pembayaran kembali pinjaman oleh LPS disetorkan ke rekening penerimaan 
pada rekening dana investasi atau rekening lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap penarikan, penyaluran, penyerapan, dan pembayaran kembali 
pinjaman Pemerintah kepada LPS. Penatausahaan atas pinjaman kepada LPS 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 April 2020 dan diundangkan 
pada tanggal 16 April 2020. 

  - Lampiran halaman 27-34. 

 


